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A. Latar Belakang Masalah

Kota merupakan daerah terbangun didominasi jenis penggunaan tanah non
pertanian, dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup
tinggi berfungsi sebagai permukiman (Sadyohutomo, 2008:3). Perkembangan kota
merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh berbagai kota di Indonesia.
Masalah perkembangan kota salah satunya ialah pertumbuhan penduduk kota yang
semakin tinggi. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa pada tahun 2015,
pertambahan penduduk sebanyak 1,49% pertahun. Yunus (2005:56) Pertumbuhan
penduduk kota akibat pertambahan alami maupun migrasi berdampak pada
semakin besarnya tekanan penduduk atas lahan kota, karena kebutuhan ruang

untuk tempat tinggal, dan beragam aktivitas lainnya.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi berakibat pada peningkatan luas
permukiman (Purwantara, 2015:32). Populasi penduduk yang tinggi di daerah
perkotaan meningkatkan potensi permasalahan kota (Soltani et al., 2019:72).
Penyebaran perkotaan disertai dengan pengembangan fungsi perumahan, layanan
dan industri serta infrastruktur teknis menyebabkan perubahan struktur penggunaan
lahan (Wolny et al, 2017:112). Pertumbuhan penduduk tidak seimbang serta
keterbatasan lahan tempat tinggal menimbulkan permasalahan baru dalam hal
ketersediaan lahan permukiman, seperti kepadatan bangunan yang tinggi, bangunan

tidak teratur dan lahan tidak sesuai untuk perumahan.



Urbanisasi menjadi salah satu penyebab perkembangan kota yang tidak
terencana (Kim et al., 2018:535). Gejala tersebut berdampak pada penurunan
kualitas lingkungan permukiman di kota. Urbanisasi lebih menimbulkan masalah,
apabila angka kemiskinan meningkat sehingga terjadi penurunan kualitas
permukiman, peningkatan urban crime dan masalah lain (Harahap, 2013:35).
Permukiman penduduk berkaitan erat juga dengan luas bangunan, kualitas serta
fasilitas penunjang lainnya (Pinem, 2010: 71). Kawasan perumahan dan
permukiman mulai bergeser menjadi lebih tidak teratur, kurang berjati diri, dan
kurang melihatkan nilai-nilai kontekstual sesuai sosial budaya setempat serta nilai-
nilai arsitektural yang baik (Suprijanto, 2004:164). Kemampuan ekonomi yang
rendah menjadi penyebab terhambatnya usaha pemenuhan kebutuhan permukiman

penduduk (Pinem, 2010;71).

Kota Jambi sebagai Ibu kota Provinsi Jambi adalah Pusat Kegiatan Lokal
yang berperan penting dalam pengembangan kawasan sebagai Nasional Service
Center (Fitri & Sumunar, 2019:2). Fungsi Kota Jambi sebagai tempat pusat
permukiman, distribusi pelayanan jasa pemerintah, serta sebagai pusat
perekonomian (Rahman, 2010:3). Perkembangan kawasan Kota Jambi dari jumlah
penduduk dan infrastruktur menjadikan kawasan Kota Jambi sebagai magnet yang
menarik arus urbanisasi penduduk untuk bertempat tinggal dan bekerja di Kota
Jambi (Parfi & Khadiyanto, 2014:301). Arus urbanisasi Kota Jambi menjadi
tantangan mengelola permukiman di perkotaan. Kota Jambi tahun 2013 memiliki

jumlah penduduk 569.331 jiwa dan jumlah penduduk ini mengalami penambahan



sebesar 1.18% dalam dua tahun yaitu menjadi 576.067 jiwa pada tahun 2015 (BPS,

2017).
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Gambar 1. Grafik Kepadatan Penduduk Kota Jambi 2013-2017
Sumber: Kota Jambi dalam Angka 2013-2017

Grafik (gambar 1) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kepadatan
penduduk secara signifikan pada tahun 2014-2017. Peningkatan kepadatan
penduduk tidak terlepas dari peranan Kota Jambi sebagai Pusat Pelayanan Nasional.
Kepadatan penduduk berdampak pada peningkatan permukiman penduduk. Tahun
2010 jumlah unit rumah di Kota Jambi sebesar 15.107 unit (Dahmiri, 2010:37).
Pertumbuhan laju pertumbuhan rumah di Kota Jambi sebanyak 1,249% pertahun
(Rahman, 2010:83). Hal ini menjadi permasalahan baru bagi pemerintah daerah
maupun penduduk kota. Faktor yang sangat penting dalam permasalahan
lingkungan adalah besarnya populasi penduduk, dengan pertumbuhan populasi
yang cepat, kebutuhan pangan, permukiman, bertambah dengan cepat
(Soemarwoto,1994:9). Kepadatan penduduk dengan kondisi kemiskinan

menimbulkan masalah kualitas lingkungan permukiman (Vinod, 2002: 85).



Pinem (2010:79) kualitas lingkungan permukiman dipengaruhi oleh kondisi
sosial ekonomi masyarakat. Data keadaan garis kemiskinan Provinsi Jambi
menunjukkan, bahwa Kota Jambi termasuk dalam garis kemiskinan tertinggi yaitu
Rp 413.722 (BPS, 2017). Angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan
yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup. Pendapatan yang berada
dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup minimum,
maka keadaan tersebut termasuk dalam miskin secara absolut (Sumodiningrat,
1998:32). Penduduk berpenghasilan kecil dapat memperluas lingkungan
permukiman yang tidak baik disebabkan kurangnya daya tampung perumahan

(Daljoeni, 2014:29).

Rahman (2010:108) menyatakan 88.87% permukiman dibangun sendiri
secara swadaya oleh penduduk Kota Jambi. Permukiman yang di bangun secara
swadaya oleh penduduk lebih rentan terhadap penurunan kualitas lingkungan
permukiman karena tidak mengikuti rencana tata ruang di wilayah tersebut.
Penduduk berpenghasilan rendah adalah penduduk yang paling tidak terpenuhi
kebutuhan fasilitas perumahan dan permukimannya secara memadai (Parfi &
Khadiyanto, 2014:302). Hal tersebut dapat dilihat dari kesejahteraan penduduk
yang tinggal di kawasan tersebut, semakin sejahtera kualitas hidup penduduk maka
semakin baik kualitas lingkungan permukiman. Penduduk berpenghasilan rendah
tidak mampu mendapatkan rumah layak dan terjangkau berpengaruh pada kualitas

lingkungan permukiman (Suprijanto, 2004:164).

Masalah kualitas lingkungan permukiman perlu upaya mengatasinya.

Wesnawa (2015:49) kualitas lingkungan permukiman adalah derajat kemampuan



suatu lingkungan untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya. Pemenuhan
kebutuhan lingkungan tersebut dimulai dengan menyelesaikan permasalahan
lingkungan permukiman. Upaya yang dapat dilakukan ialah memanfaatkan
informasi citra satelit, untuk mengetahui tingkat akurasi citra satelit, memetakan
kondisi lingkungan permukiman dan tingkat kemiskinan, serta mengetahui
hubungan kualitas lingkungan permukiman dengan kondisi tingkat kemiskinan
(Ekartaji et al, 2014:96). Ketersediaan data yang belum lengkap menjadi hambatan
dalam menyelesaikan masalah permukiman di Kota Jambi. Untuk itu perlu ada
analisis tingkat akurasi citra satelit sebagai langkah awal dalam menganalisis

permasalahan kualitas lingkungan permukiman Kota Jambi.

Studi kualitas lingkungan permukiman kota memerlukan data pendukung
tentang variabel kualitas lingkungan yang diperoleh dengan pengamatan di
lapangan dan pengamatan penginderaan jauh. Informasi handal dan terkini tentang
perencana kota, distribusi populasi dan aspek lingkungan sangat diperlukan (Pfeffer
et al., 2015:506). Perkembangan teknologi penginderaan jauh terutama citra satelit
Quickbird memudahkan dalam mengkaji Rencana Detail Tata Ruang Kota
(Ratnaningtyas & Hadi, 2013:17). Data teknologi penginderaan jauh membantu
memetakan kualitas permukiman penduduk yang ada di kawasan Kota Jambi.
Perencanaan tersebut melalui aplikasi terintegrasi penginderaan jauh, geografis
sistem informasi untuk aspek spasial temporal yang lebih baik dan berfungsi
sebagai alat pendukung keputusan (Dezhkam et al., 2014:602). Berdasarkan uraian

masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang Kualitas



Lingkungan Permukiman dengan judul “Pemetaan Kualitas Lingkungan

Permukiman di Kota Jambi”.

B. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan permukiman dan kondisi tingkat
kemiskinan Kota Jambi meningkat menimbulkan masalah pada kualitas
lingkungan permukiman;

2. Informasi tentang tingkat akurasi Citra Quickbird dalam mengekstraksi
fenomena permukiman Kota Jambi belum lengkap;

3. Belum terdapat analisis persebaran kondisi kualitas lingkungan
permukiman dengan kondisi tingkat kemiskinan Kota Jambi;

4. Belum terdapat analisis hubungan kualitas lingkungan permukiman dan
aspek ekonomi masyarakat Kota Jambi.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pertimbangan urgensi permasalahan

diwilayah penelitian, maka pembatasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Informasi tentang tingkat akurasi Citra Quickbird dalam mengekstraksi
fenomena permukiman Kota Jambi belum lengkap;
2. Belum terdapat analisis persebaran kondisi kualitas lingkungan

permukiman dengan kondisi tingkat kemiskinan Kota Jambi;



3. Perlu ada analisis mengenai hubungan kualitas lingkungan permukiman

dengan kondisi tingkat kemiskinan Kota Jambi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah pada penelitian

ini adalah:

1. Bagaimana ketelitian tingkat akurasi citra Quickbird dalam mengekstarksi
sebaran permukiman untuk memperoleh informasi tentang variabel-variabel
kualitas lingkungan permukiman?

2. Bagaimana sebaran spasial variabel penentu kualitas lingkungan
permukiman Kota Jambi?

3. Bagaimana hubungan kualitas lingkungan permukiman dengan kondisi
tingkat kemiskinan Kota Jambi?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis ketelitian tingkat akurasi citra Quickbird dalam
mengekstarksi sebaran permukiman untuk memperoleh informasi tentang
variabel-variabel kualitas lingkungan permukiman;

2. Menganalisis sebaran spasial variabel penentu kualitas lingkungan
permukiman berdasarkan variabel penentu kualitas lingkungan
permukiman;

3. Menganalisis hubungan kualitas lingkungan permukiman dengan kondisi

tingkat kemiskinan Kota Jambi.



F. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi
bagi pengembangan penelitian khususnya dalam kajian permukiman
dan pemanfaatan citra satelit.
b. Menambah pengetahuan dan terapan ilmu di bidang penginderaan
jauh.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian spasial dan
penginderaan jauh mengenai parameter kualitas lingkungan
permukiman
b. Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai kondisi
kemiskinan di Kota Jambi
c. Sebagai masukan bagi pemerintah sebagai dasar pengambilan

kebijakan untuk penataan kota



